PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.3/ te9e TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KOTA PEKALONGAN
WALI KOTA PEKALONGAN,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,

efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan
masyarakat dalam bidang kependudukan dan
pencatatan sipil, maka perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

+ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [1
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan,
dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan : tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal & \Slrt!likf 2048

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR 000.8.3.3/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKALONGAN

SOP Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan terdiri dari :

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian

SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

SOP Pembatalan Akta Perkawinan

SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

SOP Pembatalan Perceraian

SOP Pencatatan Pengesahan Anak

SOP Pencatatan Pengangkatan Anak

. SOP Pencatatan Pengakuan Anak

10 SOP Perubahan Nama

11. SOP Perubahan Status Kewarganegaraan

12. SOP Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil

13. SOP Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

14. SOP Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

15. SOP Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

16. SOP Lahir Mati

17. SOP Pelayanan Jemput Bola MoU Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
18. SOP Pelayanan MPP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

SOP Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

SOP Penerbitan Kartu Keluarga

SOP Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
SOP Pelaporan Datang Penduduk

SOP Pelaporan Pindah Penduduk

SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak

SOP Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

SOP Jemput Bola KTP-el bagi warga jompo/orang sakit/difabel

. SOP Jemput Bola KTP-el bagi pelajar/anak sekolah

10 SOP Surat Keterangan Administrasi Kependudukan

Semua Bidang Serta Sekretariat

1. SOP Legalisir Dokumen Kependudukan

2. SOP Pengaduan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1. SOP Sinkronisasi Data/Konfirmasi Data

2. SOP Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

3. SOP Pelayanan Online melalui DUKCAPIL PINTAR
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Pemerintah Provies dan Katrpaten/Kota 5 Sanggup memberian pelayanan prima kepada masyarakat

10 Peraturan Menteri Datam Negari RI Nomeor 2 Tahun 2023 tentang Penubehan Atas Peraturan Mentert Dalam Negen
Nomor 7 Tahun 2019 Tendang Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Secars Danng

2 Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administras: Kependudukan )
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7 Peraturan Menteri Dafam Negeri BRI Nomor 108 Tahun 2019 lertang Peratiuran Pelaksansan Pecaturan Presiden
Nomer 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan den Tata Cara Pendafiaren Penduduk dan Pencetatan Sipl
5 Peraturan Menteri Dalam Neger! B1 Nomor 106 Tatun 2019 lertang Foermulie Dan Bulu Yang Digunakan Datas
Adminatras Keperdudan
F Perastaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tertang Pencatatan Nama Pada Dokumen
Hapendudisan
10 Persturan Menterd Dalaen Negert 3 Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perutahan Atss Persturan Menteri Datam
Negeri Nomor 7 Tabun 2010 Tertang Pelyanan Administras! Kependudukan Secars Daring
11 Perstiran Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahon 2017 tertang Peryslenggansan Administrasi
Kependuduan
KETERKAITAN : |PERALATANPERLENGKAPAN :
1 Perangiat komputer
2 Aptkasi SIAK (Sstem Informas Adminstrasi Kependuduken |
3 Peraturan Perundang-Undangan torkalt
4 ATK
5 Buku Register dan Blangko Ata Percersien
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jia Penerbian Akla Percerman v ek dlakasnakan akan berdampak Disimpan sebaga data eleironk dan marual

1. Peecernian Bk sah secarn hukum negara
3 Data pada dokumen kependudiukan Sdak vakd
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7  Peraturan Menteri Datam Negert 89 Nomee 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksansan Pecatursn Presiclen Nomer
96 Tahun 2018 sertang Persyaratan dan Tata Cara Pencafiaran Pendudck dan Pencatatan Sipl

&  Peraturan Menter Datam Negeri RI Nomar 108 Tahun 2019 tentang Formuir Dan Buia Yang Digunakan Dalam
Admiristras Kependudukan
©  Peraturan Menterd Dalam Negert RI Nomer 73 Tahun 2022 terfang Pencataten Nama Pada Dokumen Kependudukan
10 Peratuean Menteri Dafam Neger I Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percbahan Atss Peraturan Menden: Dalam Negert
Nomor 7 Tatun 2019 Tertang Pelayanan Administrasl Kependuduian Secars Daring
11 Persturn Dasrah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tatun 2017 lentang Perpslengparan Administras! Kependudban
KETERKAITAN : PERALATANPERLENGKAPAN :
1 Perangkat komputer
2 Apikasi SIAK (Sistem informasi Administrasl Kependudukan )
3 Persturan Perundang-Undangan torkatt
4 ATK
5 Buku Regsster dan Blangko Akta Perceraian
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
00 Pambatalan Percarsian in 10K GASKISNSAIN SN Derdampak . Dampan seboga cata elokirorik dan marual

1. Percersian taak sah secans Nuloum fegen
2
3. Duta pada dokumen kependuduin tidel vakd
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7 Puratursn Merdert Dalarn Negen R Nomer 108 Tahun 2019 lentang Peraturan Pelaksansan Pecaturan Presiden Nomer 98]
Tahun 2010 tentang Persyaratan cen Tata Cars Pendafiaren Penduduk dan Pencatatan Sipl

9  Peraturan Mentert Dalam Neger RI Nomor 73 Tahun 2022 tertang Pencatatan Nema Pada Dolumen Kependudukan
10 Persturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tabun 2023 tentang Perubehan Atas Perstaran Menter Dalam Negert Nomor|
7 Tatun 2019 Tentang Pelaysnan Administrasi Kependuduan Secara Daring
11 Persturan Daerah Provinsl Jaws Tengah Nomor 1 Tatun 2017 tertang Pempslengoansan Adminstnesl Kependuoukan
KETERKAITAN IPERALATANPERLENGKAPAN :
1 Perangicat komputer
2 Apkkasi SIAK (Sistem Informasi Administras Kependudukan )
3 Pecaturan Perundang-Undangan Serkat
4 ATK
5 Buku register dan Slangico Akta Kelahiran
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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Pemerintsh Provinel dan Kabupaten/Kots 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
7 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Rl Nomor 108 Tatwn 2019 tentang Persturan Polaksanaan Persturan Presiden Nomor
98 Tabun 2018 tertiang Persyaratan dan Teta Cars Pendaftaran Pendudui dan Pencatatan Sl

8 Peraturan Menter Dalarm Noegerd RI Nomor 100 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam

Acmiristras Xopendudukan
9 Persturan Menteri Dalam Negen RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pacs Dekumen Kependudukan
10 Persturan Mentar Dalar Negert RI Nomor 2 Tahun 2023 tertang Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri

Noeer 7 Tahun 2019 Tertang Pelayanan Administrasl Kependudukan Secara Darng
11 Persturan Dasrah Proviesl Jasa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduioan

T
Perangkat kompester
2 Aplikasi SIAK (Sistem Informas Administrasi Kependudukan )

1. Yang bersangiutan tidak mendagatian hakmya akan dokumen kependudukan dengan nama bary
2 Terkendalanya akses polayanan publix ketika menggunakan rama becy
3 Data pada dokumen keperdudukan tdak vakd
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KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomer 24 Talhun 2013 lentang Perubanan Atns UL Nomor 23 Tahun 2008 tentang Adrminairas: Kependuddan | 1 s:lo.as..l!.s..i_g
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sentang Pemerintahan Deeraf. 2
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Aas LU Nomor 1 Tahun 1074 tertang Peruwinan 2 Mampy mengoperasionalkan komputer
4 Persturan Pemenntah Nomaor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksansan Undeng-Undang Nomer 23 Tabun 2006 tentang Adminisiras:
Kependudukan sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undiang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3 Momahami peraturan perundang-undangan yang terat
5 Pemiuran Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tertang Persymeatan dan Tata Cars Penciafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipl
4 Dapet bekavjasamna dalam 8m
Poraturan Mertert Dalam Negers RI Nomer 52 Tahun 2011 tenfang  Standar Operassional Prosedis diingkungen Poemarintah
Provins! dan Kabupeten/ota § Sanggup memberican pelayanan pima kepada masyarakat
7 Peraturan Menteri Dalam Negert RI Nomer 108 Tahun 2019 tertang Porstunn Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2018 tentarg Pecsyaratan dan Tata Care Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipd
8 Pemturan Mentert Dalam Negert RI Nomer 109 Tahun 2019 tentang Formulie Dan B Yang Diguneiian Dalam Adeiristrasi
Kependudukan
§  Peraturan Mentert Dadarn Negeri RI Nomdr 73 Tabun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan
10 Perturan Menteri Dalam Negeri BRI Nomor 2 Tathun 2023 lertang Perubeian Alss Pecaturasn Menteri Dafam Negeri Nomor 7
wrun 2019 Teotang Pelaysnan Adminstras Kependuduan Secamn Daring
11 Peraturan Deerah Proviesl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggarsan Administresl Keperdudhun
KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN :
1 Seporangiat komputer
2 Apikasi SIAK (Sistem Informast Administrasi Kependudukan )
3 Pemturan Perundang-Undangan terkat
4 ATK
5 Bukos Register dan Blangko Abta Kelahinan
PERINGATAN : |PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jka Pencatatan Perubetan Satus Kewirganegersan i Sdak dlaksanakan akan berdampek Disimpan sebage data slektronik dan manual

2. Menghindar dan mencegah penduduk memiii kewarganegarsan dan dokumen kependudukan ganda






Pelakzens Mute Bk
I ey TR IR Catata han statue n..:‘n»’ 2dam Arsip Beckns
hew 1.!}!‘3 Kelahinen deogan Termobonan Calata
Catatan Pusggr PN eemsang
wntarg perctatan perulmban slatus
aTue [ rwargasegiman
kowarganegrmas
! .!ll D Derias 5 damn Fegvier Axin
i gg*&i Permoehonan Catatan Kelabhiran yang
%E-‘.t« skt krladiran, Piagir tentang terdagnt Casatan
aalew.;lanul!la ' perebatan ssatus Prggs tentasy
cwanguargataan




4  Peraturan Pemerntah Nomer 40 Tatun 2019 tentarg Pelsksanaan Undang-Undang Nomer 23 Tafwn 2006 tertang
Administrasi Kependuduan sebagamana telah dubah dengan Undang-Undang No. 24 Tebun 2013 lertang
Admirestras) Kependudukan
§  Persturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Carn Perdaftarss Perduduk dan Pencetatan
Spd
Persturan Mersert Dalarn Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang  Standar Operasional Prosedur diinglungan
Pomerntah Provirss dan Kabupaten/™ots
7  Pemturan Menteri Dalam Negeri RI Nomar 108 Tahun 2019 tertang Persturen Pelakaanasn Peraturan Presiden
Nomer 96 Tahun 2018 tentarg Pecsyaratan dan Tata Cam Pendafiaman Penduduk dan Pencatatan Sipd
8 Persturan Merter Dalam Negert RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulr Dan Buku Yang Digunakan Dalam
Admirestrasi Kopendudukan
@ Porsturan Mertert Dalam Negert Rl Nomor 73 Tahun 2022 tertang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudakan
10 Persturan Maerter Dalam Negens R Nomor 2 Tabwun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Merteri Dalam Negen
Nomer 7 Tatun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kegendudikan Secam Daring
11 Permturan Deerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peryelengparsan Administrasl Kependudukan
KETERKAITAN |PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Sepecangikat komputer
2 Aplkas SIAK (Ssteen ormas Administras Kependudukan )
3 Peraturan Perundang-Undangan terkatt
4 ATK
5 Bk regmter dan Blangko Alaa Pencatatan Sipd
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Ska Panecbian Kutpen Kedus Akia Percataten Sipil o Scdak dlaksanakan akan berdampak Dsmpan sebagal data elokironik dan manual

..iiggl’g%?ig}l
2 Warps tdak dapat mengiuses Serbaga macam jens pelryanan pubii yang mempersyarathan Akte




Peiakaana _ Muta ek
Kabig g
Kegiatan Petagns Petugas Arsip Operater Pelayosan | . Dt Petugns Peewynratan/ Wekt: Owtpet Keterangan
spht :

1 {menerioes dan mesnerikan Permoboonn beserta berkns Pertoobonsn 1 hari Pormotvumn SOP Pelayasan
_ii]flﬁkllxlls benorta berkos bomerin Petes bitan
gﬁfﬁdﬂ'i! l'ﬂ'rl—] Eobengiapan Kutipan Kedus
dalam pendafiacan schalyus memberikan ety ot tetan Akta Peooatatan
tadn teriea pergam bilas kepeda pemsobon. kessodian Kutipan Kadin Kutpan Kedua Sipdl
[prenens pritatiamn memvenibbac perusboaa teseraf Al Feoatatan Akt Nencatatan
terions kelbrnghupa krpeda petiggas arsip Sipil, Pudu Bastu Sigd yung teiah

Peodafnmn dan
daftar, Terxda
wrms
privgpumlrian

2 | mencarikan arip regater akta percatatan sipd sesual Permobosan 2 by Permodwamn
DOMor regnter akta poncatatan wpd yasg skan besorta beoerta

Kutipsn Ketuanys bemodinn register akts kebenghapas Rebooghnpun
Eﬁigii Tidsht penesbitan Jeoectaan

Kutipan Kodus Kutigan Kadus

Akt Pemcatn Porcatatan

Sipll yarg telah figd yang telah

diperiios dan dan

s L anip
regater aktn
pencntatan gl

4 | mencetak draf Kutipan kadus akts peacatatan sipd [y — KT cetaknn &
e udian besdl cetakonn beserta berkas permobonay beserta Kutipan Kedas

rlengkajan Adsa Penontatan
penerbitan Spll
e g
Pencntutan
dan arsip

regeder akta

pencatatan sipd

yung telat

5 | mesiveriikasi hasd cetakan Armn Kutipan kodun akts e 5 Jasm drd
prencataten sigdl, J0n belum tenar mwaka akun Tidak Ya Kutigen Kedun Kurtigenis Kl
smcrahkan kesball ke operator untik dipectaiki, i ’ Akt Tvmcatatan Akt Penowtatnn
sudad beews maki aknn &ismbadian parnd dan untk il Sipll youg celab
daujuban TTE, | Qiverifins




7 | mencetak kutipan keduas skts pencatatan sipd yang
todah ditssxdn tnogoy dun diseralionn kepada petioges




PEMERINTAM KOTA PEXALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SiPRL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SiPIL

5 Persturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pervyaratan dan Tats Cars Pendaltaran Penduduk den
_ Porcetatan Sigd

Pemerrtan Provnsl dan Kabupaton/Kota

Parsturan Merteri Datern Neger RI Nomeor 100 Tahus 2010 tentang Formulr Dan Busi Yang Digunakan Dates
| e
Peratunn Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencateten Nema Pade Dolourmen Kependuduban
10 Persturan Menteri Dalam Negeri BRI Nomer 2 Tahun 2003 tentang Perutenan Ales Porsturan Mentert Datam Nagen!
Nomer 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Administrasl Kependudian Secars Dafng
11 Pemtursn Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tertang Penysienggeraan Adminatrasl Kependuduban
IKETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 1 Seperangkat kompater
2 2 Apikasl SIAK (Sistem formast Adeministrasl Kependudukan )
3 Perundang-Undangan terat
4 4N
5 Duies rogiater 2an Blangho Aia Percatatan Soi
[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dasrnpan sebags data slektronik dan manual

1. Warga tidek mendapatcan hakmys skan dokumen kependuduban (Alds Pencatstan Spi) yang Mang
2 Werga tidak deoat mengiases Dertagel Macam jena pelayanan pubik yang mempervyaratian Akla



















PEMERINTAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Proving: dan Kabupaten¥ota § Sanggup membenkan pelayanan prims kepada masyarakat
7 Perahuran Merder Datass Negeri T Nemor 108 Tahun 2019 tertang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahen
2018 tertang Pervyaratan dan Tata Cara Pendafarsn Penduduk dan Pencatatan Spi
8 Peraturan Mentert Datam Negen R Nomor 109 Tetun 2010 tertang Formulr Dan Buku Yang Digusaian Dalam Administrasi
Mependudukan
Lo Porsturan Mentert Datam Negert RI Nomor 73 Tahun 2002 lertang Pencetatan Nama Padas Dokumen Kependudusan
10 Persturan Menter) Dalam Negen RI Nomee 2 Tehun 2023 tertang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarm Negae Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Pelyyanan Administeesi Kependuduan Secars Daring
11 Persturan Daerah Provinst Jaws Tengah Nomar 1 Tatun 2017 tentang Penyelenggarsan Administrasl Kependudulan
KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN :
1 Seperangkat komputer
2 Apliasi SIAK (Sister Informas: Administrasi Kependudukan )
3 Peraturan Perundang-Undangen terkat
4 ATK
5 Bubu register dan Blangeo Akia Pencatatan Sipd
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :
[ia Penerbian KUSpan Kodus AR Pencatstan Siph i ek GRsSanaian Skan DeroaTpas Diimpan sebags data clearonk dan manusl
..Hﬁ.ig!g%?ig‘a!

12 Warps tidak dapat mengiases berbage macem jris Delyanan pUbIK yang mempersyarstian Akt
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5 |mencetakkan catatan proggls lentaeg perivtien cntntan

peating Minnya yang telah disandatangsnd oleh kopals peristiva
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5 Persturen Presiden Nomer 98 Tahun 2018 tentang Persyantan dan Tata Cara Pendaftacan Penduduk dan Pencatstan Sipd

Provies: dan KabupateryKota

7 Persteran Mecteri Dadarn Negeri R) Nomor 108 Tatun 2016 tertang Peraturan Petsiksanasn Peratusan Preakien Nomeor 95 Tatun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cars Perdafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipgd

10 Peraturan Menteri Dalam Negert BRI Nemer 2 Tatun 2023 tertang Perutahan Alas Peraturan Menter! Dafam Neger! Nomcr 7
Tahun 2019 Tentang Pelayaran Administrast Kependudukan Secara Daring

2 Apikasi SIAK (Sistern ormasi Acminstrasi Kependudukan)

2 Caleupen kepemiiian Akds Kelahiran rendah




B memverifikasi berkas kelengkapan pemohon dan
mencatat di buku pendaftaran apabila sudah len gkap

dan benar kemudian diserahkan kopada operator;

emverifikasi draft Surat Keterangan Lahir Mati, jika Draft Surat
belum benar maka akan diserahkan kepada operator Keterangan
pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar Lahir Mati
maka akan membububkan paraf dan mengajukan
TTE;

4 |menandatangani secara elektronik Surat Keterangan surat keterangan
Lahir Mati; lahir mati telah
diverifikas




m
himpunan berkas permohonan kepada petugas arsip;




PEMERINTAH KOTA PEXKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPRL

DASAR MUKUM : =

1 gsragguigiiz!ﬂwqgﬁggg

2  Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemernstahen Deersty

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atss UL Nomer 1 Tatun 1074 tentang Perkawinan

4 Pemturen Pemenntah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 73 Tatun 2008 tentang Administrasi
Kapendudaian setagaimans telsh dubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perutashan atas Undang-Undang
Nomer 23 Tahun 2008 tertang Administras! Kependudukan

5 Persturan Presicen Nomar 56 Tahun 2018 tantang Persyarstan dan Tata Cars Pendafianan Penduduk den Pencatatan Sipé
Peraturan Mertier! Dalam Negerd Rl Nomer 52 Tahus 2011 tertarg Standiar Cperasional Prosedur diinghungan Pemenntan
Provinsl dan Kabupaten Kota

7 Peraturan Manteri Datam Negeri Rl Nomor 100 Tahun 2019 tertang Persturan Peiskaanaan Persturan Presiden Nomor 96 Tabhun
2098 tertang Persysratan dan Tata Cana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipl

|8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 108 Tehun 2019 tentang Formulr Dan Buky Yang Digunakan Dalam Administras
Kapendudan

©  Peraturan Menter Dalam Negeri 1 Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokanen Kependuduian

10 Peraturan Merter! Dalam Negeri I Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert Datam Negert Nomer 7 Tatun
2096 Tentang Pelayanan Administras Kapenduduan Secan Derng

11 Persturan Deerah Proviess Jaws Tengeh Nomer 1 Tabun 2017 lentang Permpelenggarsan Administras! Kependudicn

2. Cabupan kepemilian Akta Kelahiran rendah
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PEMERINTAH KOTA PEXKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

2 Undang-lndang Nomer 23 Tabun 2014 terntang Pemecrtahan Daerah.

4 Persturan Pemedintah Nomor 40 Tabhun 2010 tertang Peisicsansen Usdang-Undeng Nemor 23 Tahun 2005 tentang Administras! Kependudukan
sebageinana telah dlubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahen 2013 tentang Perubahan stas Undeng-Undeng Nomer 23 Tatun 2008 tentang
Administ s Kependdukan
8 Peraturan Proskien Nomer 08 Tabun 2015 tentang Persyarstan dan Tata Cans Pendaftaran Pencudiak dan Pencatatan Spé
T Peraturan Menter Dalam Negert R Nomor 52 Tabwun 2010 tentang Stander Opermsional Prosedur lingkungan Pemernntan Proviosl dan
Katupaten¥ota
7 Peratusan Merter) Datam Negert R Nomor 108 Tabun 2010 lendeng Peraturn Pelsksanaan Pecaturan Presiden Nomor 56 Tetun 2018 Sertarg
Persyaratan dan Tata Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sod
8§ Peratusan Mentert Datam Negert f5 Nomor 108 Tabun 2010 tentang Formute Dan Bubw Yang Digunakan Datem Administresl Kependudulan
9§ Peraturan Menteri Dalam Negert F Nomor 73 Tahun 2022 tertang Pencatatan Nama Pacle Dokumen Kegendudulan
10 Peratusan Menter! Dalem Negen RY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Merter! Dalarm Neger Nomer 7 Tahun 2019 Tertang
Petgyanan Adminitres Keperdudulan Secars Daring
11 Peraturan Doersh Provingl Jewa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyslengparsan Adminisiras! Kependudukan
KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN
1 Kendarsan Dermotor
2 Kursl dan Meja Kerja
3 Perangkat komputer
4 Aptkasl SIAK (Sistem Informass Administrasi Kependudukan)
5 Peraturan
8 ATK
PERINGATAN |PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jia Penerbian Akis Kelahirn s Schak ciaksanahan shan Derdampak Disimpan sabags data eleironik dan manual

2. Calupen kepomilican Akia Kalahiran rendah
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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

4 Persturan Pemeriniah Nomor 40 Tabun 2018 tentang Pelakasrasn Urdang-Undang Nomor 23 Tatwn 2008

fertang Administrasi Kependudukan
5 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Camn Pendafarsn Penduduk dan
Percatatan Spd
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tabun 2011 tertang  Stanciar Operasional Prosedur dinghungan
Pomenntah Provins dan KabupatervKota
7 gg;gzgn. Nemor 7 Tabun 2010 tertang Pelayanan Administrass Kependudukan
secana
8 Permtursn Mentedi Dalam Negerd R Nomor 104 Tahun 2010 Sentang Pendolumentasan Administrasi
Kependuduban
9 Peraturan Mentorl Dalam Negeel 3 Nomor 108 Tahun 2019 Serntang Pecaturan Polaksarasn Peraturan Presiden
Nomer 95 Tabun 2018 tentang Persysratan dan Tate Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sl
10 Peraturan Manden Dalam Neger! R Nomer 108 Tatwn 2019 tentang Formendr Dan Buky Yang Digunakan Dalam
Adminstras Kependudukan
11 Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomar 1 Tabun 2017 tentang Penyelengparsan Administrasi
Kapoandudukan
KETERKAITAN : |PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Seperangkat kompaster
2 Aplikasi SIAK (Sistern Informasl Administrasi Kependudukan )
3 Peraturan Perundang-Undangan terkat
4 ATK
PERINGATAN IPENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika Pencatatan dan Penerditen Bodets Perdiuduk ini Sdak disksanakan akan berdampak Dsimpan seboga data elektronik dan manual

..S‘i?iggggig










Pelaksans Mute Baks
ro Keghatan Opesator Pelaynnasn
Peaduduk
. Pesduduk

1 |Petugss pendaftarsn menerima dan mengoork berkas _ggﬂi 15 mendt | berkas persvarstan
persynraten permobonan penertitan KK, jika behun penertdtan KK penerbitan KK yang
lengknp dan benar maka alown dikembalikan kepads telah diork, bk
pemobon unt Ipertalki dan dilenghapd, Jika sudah ety pendaftaren,

dan benar maka aken didaftar pada buku bantu Lansda tertinn
peostaftarn dan diter! tanda torima peogambllan prngastaian
kemudian permobonan akan diserahkan kepeda operator
perdafinrnn pendudidk
pendanaran pesduduk untuk mengingut dan berkan persyaratan menit [Pl nput KK
merubah chosnen data ko dalamn dataluse bependisduian | pencrbitan KK yang
soctgnjuioan hasll ingart KX kepoda Kabid Pelayanan telah diork
Pendaftarun Penduduk untuk diverifikasi melahd apliknst
Kabidd Pelayunan Peosdaflarun Pende memverifidkast, bl input KK 240 menit  |KK yang selah
lka belum deoghnp dan benar maka akan dikaiouksn [ diverifioesd
pembatalan pergajuns ustuk diperbadld oleh Operutor,
sudah bersar maka Kabd! Pelayanan Persdaftunn E‘ N

Fenduduk alow messberiban persetujuan emudian
dinjukan kepada Kepala Dinas ustuk ditandatangaed;

4 |Kepala Dinas memvertfikasi pengsjuan permohonan |EK yang selaly 290 ment |KK yang telah ai
Prdsyunan Pendaftaenn Vendoduk, jllon belun lengap dan diverifiknst TR
benar Kepada Dinas membatallan penga)san pormobocan
penerbitan KK, jika sodal sesunl Kepala Dinas
membububiosn TTE melabal apliknst SIAK;

3 |Opermior pendafiaran penduduk mencetak KK dan KK vang telahy wonlt  jortakan KK
menyerahkan kepada petuges pengsm bilan; T

6 ?ﬁii!ﬂﬂlﬁnzgﬁlﬂn& lcetakan KK menit  |ortakan KK yang
Kepada Dinas dan menyerbion KK kopada Prsscton sinp dlambdl
dengnn sebeliuayve meminta tandas terima dart Pemobon;

7 |Petugas Pengambilan mengersipioan berioes persyartan cetakan KK yang 2% wmenit  [Arsip
permohonan penerbitan KK, siap dinmbil




PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

4 Peraturan Pemedniah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peisksanaan Undang-Undang Nomer 23 Taten
2006 tertang Admristrani Kependudukan sebagaimana telah diubeh dengan Undang-Undang No. 24

Tabun 2013 entang Administrasl Kapanduduban
5 Pecsturan Presiden Nomor 50 Tathun 2018 tentang Persyarstan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Porcetatan Sipl
Pecaturan Maentert Dalam Negent Rl Nomeor 52 Tatwn 2011 tertang Stander Operasional Prosedur
diingkungan Pemerintah Provies dan Kabupateryiota
7 Peraturan Menteri Dalam Negert RI Nomor 7 Tatwn 2016 tentang Pelayanan Administrasl Kependudukan
secars Daring
Peraturan Menterl Dalam Negen RI Nomer 104 Tatun 2010 tentang Pendokumentasian Administrasl
Kependudukan
9  Persturan Merter Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomer 96 Tahun 2018 tenterng Persyarstan dan Tata Cars Pendsfiacen Penduduk dan
Pencatatan Sipd
10 Peraturan Merteri Datern Negen RI Nomer 100 Tatwun 2010 tertang Formulie Den Buku Yang Digunakan
Dalam Administas: Kependudukan
11 Peraturan Daersh Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi
Kapenduduan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 1 Perangiat Komputer
2 2 Apikasi SIAK (Sistem Informasl Administras Kependudukan )
3 3 Persturan Pecundang-Undangan terkat
4 4 ATK
8 5 Alat Perokam KTP-ef
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jka Perehaman dan Perertrtan KTP i ldsk Slabaaraban ahan tordamonh Dmimpan sategs dats elextond dsn manual

1. Wieps tidak dapat menunjuidaan bukd identtas din
2 Wanpa tidel dapat menghases Barbags macam jeres pelaysnsn pubilk







Pancatatan Kota Pekalongan
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL »
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 24 Tatun 2013 tertang Perubahan Abss UL Nomer 23 Tabun 2006 tentang 1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerntahan Daerah

3 Undang-Undang Namaor 18 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas UU Nomor | Tahun 1674 tertang 2 Mampu mengoperasionalian komputer
Perkywnan

4 Poraturan Pemerntah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3 Memahami persturan perundang-undangan yang terkalt
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tota Cara Pendaftaran Penduduk dan

{6  Peraturan Menter Dalam Negeri RI Nomar 52 Tahun 2011 tertang  Standar Operasional Prosedur
dingkungen Pemerintah Provinsl dan Kabupateryota 5 Sanggup memberican pelayanan prima kepada masyarakat
7 Peraturan Mentert Dadam Negern RI Nomeor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
8 Peoraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminstras
Kependudukan

9 Peraturan Menten Dalam Neger Rl Nomor 108 Tahun 2019 tertang Pecatran Pelsksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomer 106 Tahun 2019 tertang Formulr Dan Buku Yang Oigunakan
Dalam Adminstrasi Kependuduken
11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggarssn Adminstras

2 Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan )

1. Warga Sdak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan o termpat Sjuan pindsh
2. Warga Sdak dapat mengkases berbagal macam jenis pelayanan pubik
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7 |Petugas pengabilan menyembloan berks piestah datang

‘.[lvl M0 menit | Manil fopeat (KK
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Sebaly diwerifibona
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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

nﬂlii‘gg;gggg} )
5 Peraturan Presiden Nomee 56 Tabun 2018 tertang Persyaratan dan Tats Cam Pendefaran Penduduk dan

6 Peraturan Merten Datarn Negen i Nomer 52 Tahun 2011 tertang  Standar Operasional Prosedur
dinghungan Pemernintah Provinsl dan Kabupaten®ota
7 Perwturan Merfiert Dalarm Negeri BRI Nomor 7 Tahun 2018 tertang Pelayanan Adminstrast Kependudukan
secan Darng
8 Permturan Mecteri Dalarm Negeri R Nomor 104 Tahun 2019 sentang Pendokumentasian Administras:
Kependuduban
9 Peratran Menter) Dalam Negen RI Nomor 108 Tatwn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Persturan
Presiden Nomor 96 Tatun 2018 Sentang Persyarutan dan Tets Cars Pendaftarsn Penduduk dan
Pencatatan Spd
10 Persturan Menteri Dalam Neger RI Nomor 109 Tabun 2019 tentang Formulr Dan Buku Yang Digurakan
Dadarn Aderanitrasi Kependudukan
11 Pecaturan Dasrah Provins Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelonggaraan Admirstrasi
Kapeocudion
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Seperangkst komputer
2 Aplikas! SIAK (Sisten Informasi Administrasi Kependodukan
3 Persturan Perundang-Undangan terkait
4 ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Warge tidak mendapetian haknya akan dokumen kependudikan & tempat fuiuan pindsh
2. Warga tidak dapst mengkases barbagal macem jons pelayensn pubik







PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

4  Peraturan Pemerntah Nomer 40 Tatwn 2019 tertarg Pelsksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

5  Peratumn Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sntang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

3 Aplias SIAK (Sestern Informasi Administrasi Kependudukan )

1. Warga tdak dapat menunjubion buiti identtas dei
2 Woega tdek dapat menghases berbagal macam jene peleyanan public
















Pelaksann
o Keglatan Pemohon Potugas Petugas ooz, Petugas | persyaratan/
Peadaftaran Administraat [FereRRman KT Peacetak KTP-| o ppy tapan o
1 |Pemchon mesmbawn dan menyerahkan berkns Surat Pengantar 15 menit |Pergajusn
peraynratan kepada Petugns Pendaftaran ‘ dari Kelurahan jemput bola
KTP.el
2 |Petugas Pendaftaran menenima berkas persyarntan Surat Pengantar | 15 menit |Suret
dan pemohon dan diserahkan kepada Petugas I dari Kelurahan, Pengantar
jemput bola KTP- Kelurahan,
el Pengajusn
pemput bola
KTP-ol
3 |Petugas Adminiatras: menindakdanjuti permohonan Surat Pengnter 3 Tindak lanjut
tersobut dengan menunjuk Petugns Perekaman KTP- dani Kelurahan, surmt
el untuk melakukan perekaman sestini waktu yang Pengajuan pengajuan
telah ditentulonn; jemput bola KTP- flemput bola
el KTP.el
4 |Petugas Perelcaman KTP-ol melakuken perelkcaman di Tindak lagyut Huaal
tempat tmggal pemohon atau tempat yang telah surat pengajuan |perekaman
disepakati; u.o_ﬂ.?:vo.l.qv KTP-of
5 |Petugas Pencetak KTP-el mencetak KTP-el dan Haml perekaman 1 Cotnican KTP-
menyerahlkannyn kepada permobon; I KTi-el el
Pemohon menerstna KTP-ol. KTP.el KTP-al







Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Potugas Petugas P tan/ Keterangan
Disdukcapil Perckaman KTP{ Pencetak KTP- Kelengkapan Waktu Output
ol el 3
1 |Disdukcapil mengajukan surat jemput bola Surat jemput 30 menit |Surat jemput
perekaman KTP-el kepada sckolah; bola perekaman bola perekaman
KTP-el KTP-el
2 |Sekolah menindaklanjuti surat dengan menentukan Surat jemput hari  |Surat balasan
jadwal jemput bola perekaman KTP-el, menyiapkan ! bola perekaman
tempat dan membuat rekap siswa yang akan KTP-el
direkam datanya melalui surat balasan kepada
3 |Disdukcapil menerima surat balasan dari sekolah Surar balasan 3 hari  |Tindek lanjut
dan menunjuk Petugas Perekaman KTP-el untuk surat balasan
melaksanakan perekaman sesuai jadwal yang telah lu
ditentukan;
4 |Petuga Perekaman KTP-el melakukan perekaman di Tindak lanjut hari  |Hasil
el
5 |Petugas Pencetak KTP-el mencetak KTP el dan Hasil hari |Hasil cetakan
menyerahkannya kepada sekolah; wl perckaman KTP- KTP-el
el
6 |Sekolah menerima KTP-el, KTP-el 30 menit |KTP-el




PEMERINTAH KOTA PEXALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

4 Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2019 tertiang Pelsksanasn Undang-Uindang Nomor 23 Tahun 2008
fentang Adminairasl Keperdudukan sebegarmana lelah duteh dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

5 Peraturan Presicen Nomor 56 Tahun 2018 tertang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Pendusuk dan

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkat

& Dapat besenasama daiem 5m

Peraturan Morten Datam Negesl RI Nomer 52 Tatwn 2011 tertang  Stander Operasional Prosedur

dEngloungan Pemenntah Provinel dan KabupeteryVota 5 Sanggup membaerian pelsysnsn prisna kepada masyarakat
7 Peraturan Menters Dalaen Negeri RI Nomer 7 Tahwun 2019 tentang Pelayanan Administrast Kependuduban

secars Daning
8 Peraturan Merderi Dalam Negert RI Nomar 104 Tahum 2016 tentang Pendokumentasian Adesinmtas

Kapandususan
G Peraturan Menten Dite Negen i Nomor 100 Tahun 2019 lentang Persturan Peiskaanaan Persburen

Prasiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persysraten dan Tata Cars Pencefaran Penduduk dan Pencetatan

Sapil
10 Peraturan Menter! Dafam Negen RY Nemor 100 Tahun 2019 entang Formulr Dan Buku Yang Digunakan

Dalarn Adreisistoas Kapendudukan
11 Peraturan Descahs Provinet Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tertang Peryslenggarsan Adminstrasi

Koperduduban

: PERALATAN/PERLENGKAPAN

2 Aplkasi SIAK (Sstem Infiormas Admirsstrasi Kependudukan )




1 |Pemohon membawa dan mesyerahkan berkas

2 |Petugas Pendaftaran menerina berkns porsynrazan
dari pemohon dan diserahkan kepada Petugas

3 |Petugas Admsinistrasi menindakianjuts persnohoran

4 |Kabid Dafduk memverifikasi Surat Keternngan dan

6 |Petugas Adminintrasl mencetak Surat Keterangan dan

kepada peenchon dan mengarsipkan berkss.

it h

O

f










DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2000 tantang Pelaryanan Public

2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tertang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tebun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah,
Peraturan Pemarintsh Nomor ‘ahun 2019 tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor ahun 2006 tentang
igg;gggffq’!s;g;
Kependudukan

5 §I§§R84§83§§!4'g§§g§!

7 Peraturan Menten Dalam Neger RI Nomor 108 Tatun 2019 tentang Peraturan Polaksansan Persturan Presiden Nomar 98
Tarun 2018 tentang Persyaratan dan Tate Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Spd

8  Poraturan Mentsri Datam Neged RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formullr dan SBuku Yang Digunaican Dalam
Administrasi Kependudukan

9 vgggix.zin«ggigfvg;gzis
7 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemiikan Akta Kelashrsn

10 Pevaturan Daerah Proviesl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peryslenggaraan Administrasl Kependudukan

KETERKAITAN |PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Seperangkat kompates
2 Peraturan
3 ATK
4 Mesa
5 Kursl
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jka penanganan pengacuan masyarskat ini dak diaksanakan akan berdampak Disimpan sebagai data elektronik dan manual







PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

1 ggg»o«!ﬁ»osgvgi
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tertang Administras!
Kependudukan
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntanan Daerah;
|4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubetan stss Undang-Undang Nomor § Tahun 1574 tentang Periawinan
§  Persturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2008 tentang Administras
6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Porcetatan Sipll
Porsturan Menter Dalam Negeri RI Nomar 52 Tahun 2011 tentang  Standar Operasional Prosedur diingioungan Pemerintab Provinsl
dan Kabupeten/Kota
B Peraturan Mentari Dalam Negeri RI Nomer 108 Tahun 2019 tentang Persturan Pelaksanasn Persturan Presiden Nomor 56 Tatwn
2018 tertang Persyarsten den Tats Cars Pandaltarsn Pecduduk dan Pencataten Skl
Poraturan Menter Dalam Negeri 81 Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dslam Adeiritrasl
Kapeodudukan.
10 Perturan Menter! Dalam Negeri RI Nomer 2 Tahun 2023 tertang Perubanan atas Persturan Menter! Dalam Negent Nomor 7 Tabun
2016 tentang percepatan penngatan cakupen kepemilian akis kelahran
11 Poraturan Dasrah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggarsan Administras Keperdudiulkan
12 Peraturan Daersh Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perpelenggaraan Administrasl Kependuduban
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Meia
2 Kursi
3 Personal Computer (PC) / Laptop
4 Aplikasi SIAK
PERINGATAN Nﬂ’!ﬂ)«)._.ggvn DATAAN :
Jika SOP sinkronisasi / konfirmasi data i tidak dilaksanakan dengan basi akan berdampak Dasimpan sebagal dato olektronik dan / atay manual
uruncya nitai Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Data yang diproses akan mangadi sampah atau bdak vaikd sesual kenyataan




si I

Mutu Baku
¥o Keglatan Spnag 22 ,
Petugns Pelayasan Layanan Waktu Output
Terknit Kelengkapan
1 |Pemohon mengmuken permohonan kepada petugns Duta yang aksn 5 memt |Data yang akan
2 |Petugas pelayanan membenkan nomos antnan dan Data yang akan S menit | Data yang akan
mengarshkan pemohon kepada Administrator SIA I’ dikonsolidasi dikonsolidasi,
HOMNOT Antrisn
3 |Administrator SIAK membenkan layanan pada Data yang akan 5 menit |Data yang
pemobon dengan melakukan verifikasi dan validasi dikansolidasi, dilaporkan ke
data ke pusat. Apabila data pemohon tidak nomor antran pusat data
sesuni/bermasaial maka Administrator SIAK 1 Kementerian
marskomendasikan ke bidang layanan tericait Ya ‘ dak Dalam Negeri
Bidang layanan terkat membenkan layanan langutan Data yang meqit |Permohonean
kepada permobon sesums arahan dan administrat cilaporkan ke ywng
AKX I g i AR
Kementenian
Dodam Negen,
berkas sesuni
peniis luynnan
5 |Pemohon telah mendapatikan layanan sesuai dengan Duta yang 5 menit | Permohonan
pusat data tersolesackan
Kementenian
Dalam Negen




PEMERINTAH KOTA PEXKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

KETERKAITAN PERALATANIPERLENGKAPAN -
1 Mo
2 Kursi
3 Persorwl Computer (PC) / Laptop
4 Aghhas SIAX

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Keglatan

Petugas Pelaynnan

1 [Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas

2 |Pemchon menyiapkan persyaratan, mengunduh
aplikasi identitas Kependudukan Digital (IKD),
membuka dan mengisi data-dma yang dibutuhkan

3 |Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi

4 |Pommohon melakukan aktivast akun [dentitan
Rependudukan Digital melalui email berupa PIN dan
|laman aktivas

5 |Pemohon telah mendapatkan layanan sesuai dengan
permohonan




PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

DASAR HUKUM :
1 Undang-Undanrg Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publix
_N ggfqgguggisgqugigg 1 Minimal D I
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peewrintahan Daerah 2 Mampu berkomunikasi dengan baik
_. gg,oq}suﬂogg’!;s:}s.s.!; 3 ggggggo‘%g.g.
5 Perstursn Pemeriniah sbq’sgoigggﬂqggig ampu mengoperasikan komputer dengan balk
_o gngS«ggogggq.g;ggi{
Paraturan Menteri Datarm Negerl B Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur diinghungan Pemerntah Proviesd
dan Kabupeten/iKots
8  Peruturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pacaturan Prosiden Nomor 98 Tatwn 2018
tantang Persyaratan dan Tata Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Spt
g Peratiran Monten: Dalen Nogen R| g-ﬁqgs.oiggsgggg
Kapendudukan
10 gzggagua’sgigiiggizﬁ!wq’!
2016 tentang percepatan peningkatan catupen kepomikan aita kelahiran
1 §o‘!§t«i§‘qg§q§§§§
12 g!gsgsaqggmgi‘.ig
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 1 Meja
2 2 Kursi
3 3 Personal Computer
Bl 4 Aplikasi SIAK
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
Egggiggi;misxg%;gé Disimpan sebagal data elekironik dan / atau manual

2 oﬂ-i%.ﬁ::‘iﬂi’:&li&g.ﬂ:}:




Wi — Pomsbes Front Offiee Back Office Peasadatangen | Pengumbilen -Il_il..._s__ - Output
1 [Membukn laman Guwai, Koncksl Laman
hizps: / [ dukcngdpsetas pelalonginkots g .,_ q_lui.. Nty / [dukeapi
o/ Perambuz sntar pekaking|
ankota go M/
2 Agg [ sl yung wenit  [login
Ya \rrddafiar dan
| pansywaond
=1 Tudak
3 [Femohon membust akus dekeapll pinser ‘z-'g Pernolionan
Notooe KX, Exmadl, Duakoagal
pesswoed Pintar
F &
Proses Verilkasi akun mebalil cmail Eowil yung Akun
terdafinr terverifilkenns
5 ﬁ;l!‘ll.l[inz m'.-..i. Beraoda akun
terdafiar teedaflar dan dukcnpilpentar
password
6 |Pemoton mengajukan permobonan uplond dokumen ooy
sesnial dengan penis pelayasas Tidak peTwyaratan permohonan
SRS Jemiis
7 [Petugas froot ofice memmvernifilonsd _ Dokumen yang
PEBGAJUAD yang tes ikn sadaly permobonan
sewuni diteraskan ke back office, jika pemabon trrugadate
tdak senual ditolak
B |Memguoses permobiotan, dan serabah Dolsamen yang Statas
staties pesmohonsn - diupload permohonan
petobon terupdate
9 %gsg Dokusoen yvang Reatun
pemsohon terupdate




.oI!n..&lr Wt prrmolronad yang siodal . - —
..f.._r..ua.a. 2o ' slw?lﬁ n
11 | Meswrnhionn dokaumen, das toeribaly _Botl!l-l Statuas
statss pemmohoman welaly porsohonan
ditnexdatangan merat teruplate
Iemobon menerima dokaimen Admind Dokumen vang Dokimen
trinhy k




